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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan ranah yang strategis untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Untuk mencapai hal tersebut salah satunya diperlukan pembentukan pandangan hidup masyarakat yang dapat mengarahkannya menjadi bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu pengembangan kualitas manusia harus dijadikan paradigma pembangunan.
 Dalam pembangunan berparadigma pengembangan kualitas manusia, pendidikan dan pelatihan harus ditempatkan sebagai pilar atau pondasi utama.

Kontinuitas proses pertumbuhan bangsa menuju arah masa depan yang lebih baik sangat dipertaruhkan kepada usaha peningkatan kualitas manusia pribadi para warga negara. Usaha ke arah itu melibatkan keharusan adanya kesungguhan yang sangat tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan nasional pada seluruh wilayah negara dan komponen masyarakat. Manusia adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan menjadi bermakna hanya jika menciptakan kebahagiaan pada manusia.
 Tetapi kebahagiaan juga ada dalam kerja dan dalam pengalaman batin untuk mencapai keberhasilan, dan hal itu diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas kebahagiaan sekaligus kualitas kerja dan produktivitas. 
Sebagaimana dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 3, bahwa: 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
 

Kalau melihat pada tujuan pendidikan nasional di  atas, peranan lembaga pendidikan sangat mempengaruhinya. Lembaga pendidikan merupakan salah satu media penting yang dapat membentuk bagaimana corak hidup seseorang atau masyarakat, apakah pandangan hidup mereka hanya untuk kepentingan di dunia ini saja atau untuk akhirat saja atau untuk kedua-duanya. Lembaga pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah atau madrasah dan masyarakat.
 Cliffon Fadiman, menyatakan bahwa sekolah atau madrasah merupakan peta utama atau sebagai satu-satunya peta untuk pulau harta karun yang merasuk pada pikiran anak didik sendiri.
 

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu memperjuangkan dan mewujudkan pendidikan Islam. Di antara sekian banyak tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan para ahli, Moh Shofan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan saja diarahkan menjadi manusia dalam bentuk mengamalkan ajaran beragama dan berakhlak mulia, melainkan juga mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.
 Potensi yang harus dikembangkan terutama aspek fisik, psikis, intelektual, kepribadian, dan sosial sesuai dengan tuntutan kehidupan, kemajuan ilmu dan budaya, perkembangan masyarakat serta harapan ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam menjadikannya mampu menunaikan tugas sebagai khalifah dan insan yang mengabdi kepada Allah SWT.

Dalam sejarah, madrasah mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20. Kelahiran madrasah ini tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap sistem pesantren yang semata-mata menitikberatkan agama, di lain pihak sistem pendidikan umum justru ketika itu tidak menghiraukan agama.
 

Dengan demikian, kehadiran madrasah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum (non agama) dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam. Atau dengan kata lain madrasah merupakan perpaduan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan kolonial.

Memang pada waktu itu terdapat dua sistem pendidikan yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pemerintah kolonial Belanda yang memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia barat, sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan yang telah berkembang di Indonesia, yaitu pesantren. Padahal diketahui bahwa pesantren yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal di Indonesia sebelum adanya sekolah kolonial, justru sangat berbeda dalam sistem dan pengelolaannya dengan sekolah yang diperkenalkan Belanda tersebut. 

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib dalam buku Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya sebagaimana dikutip oleh Hasbullah, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kehadiran madrasah, yaitu:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.

2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum.

3. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka.

4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilaksanakan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.
 

Sebagai madrasah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatera Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Pada mulanya madrasah ini bercorak agama semata-mata, baru kemudian pada tahun 1915 berubah menjadi HIS (Holand Inland School) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalamnya.

Selanjutnya, pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School (Madrasah Diniyah). Dan nama Diniyah inilah yang kemudian berkembang dan terkenal.
 Setelah itu, Madrasah Diniyah berkembang hampir di seluruh kepulauan nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, ataupun berdiri di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (Kweekschool Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.  Sebelumnya pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salafiyah oleh KH. Hasyim Asy’ari. Sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren pada tahun 1929 atas usaha Kiai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum pada madrasah tersebut.
 

Keberadaan madrasah sangat menonjol oleh karena dua hal. Pertama, pendidikan madrasah selama ini seakan-akan tersisih dari mainstream pendidikan nasional
 sekalipun berkenaan dengan pendidikan anak bangsa. Kedua, madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional relatif menghadapi kendala dalam hal mutu, manajemen dan kurikulumnya.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan sekolah yang mempunyai ciri khusus, yakni sekolah umum yang berciri khas Islam. Dengan konsep tersebut maka madrasah mempunyai tanggung jawab dan tugas yang lebih daripada sekolah umum. Di samping memberikan pendidikan umum, madrasah juga memberikan pendidikan agama. Analisis kekuatan, kelemahan, anomali-anomali kebijakan hingga saat ini mengharuskan madrasah lebih tajam dan terarah di dalam memasuki millenium ketiga yang penuh dengan tantangan.
 Selanjutnya prospek madrasah masa depan yang cerah harus dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan global. 

Dengan rumusan reposisi madrasah yang disesuaikan dengan visi-misi pembangunan nasional serta pemanfaatan prospek madrasah dengan nilai positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia baru dan masyarakat global, maka dapat disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia.
 Sehingga tugas yang dipikul madrasah adalah mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu lain sekaligus dapat mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki. Karena sekolah harus merupakan suatu lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Bagi umat Islam, lembaga pendidikan Islam diharapkan bukan sekadar lembaga yang di dalamnya diajarkan agama Islam, melainkan lembaga pendidikan yang secara keseluruhannya bernafaskan Islam
 dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridlai Allah SWT. 
Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap madrasah, ia dipandang bukan lagi hanya merupakan lembaga transmisi ilmu-ilmu keagamaan Islam, melainkan juga tempat untuk menanamkan apresiasi bahkan juga menaburkan bibit-bibit penguasaan, ketrampilan dan keahlian dalam bidang sains-teknologi.
 Aspek positif madrasah, sebagai sekolah umum berciri khas Islam di atas, namum di sisi lain juga membawa dampak negatif bagi perkembangan madrasah. Pendidikan madrasah dikhawatirkan menghasilkan murid yang selama ini disebut sebagian kalangan masyarakat sebagai serba tanggung. Artinya, pendidikan madrasah menghasilkan murid yang tidak mendalam pengetahuan agamanya dan pada saat bersamaan juga tidak menguasai pengetahuan umum atau ketrampilan tertentu.
 Bahkan out putnya tidak semuanya dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak semua lulusannya menjadi pemimpin agama di masyarakat. 
Dari sini perlu adanya upaya pembentukan citra diri. Upaya pembentukan citra diri (self image) ini dimanifestasikan ke dalam aksi-aksi perubahan melalui proses internalisasi pemikiran keislaman melalui program-program kependidikan dan sosial. Internalisasi menjadi kebutuhan seiring dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
 Karena itu, tujuan pembentukan self image ini diwujudkan dalam bentuk perubahan-perubahan yang direncanakan atau pembaruan yang disengaja atau disadari dilakukan perubahan ke arah sesuatu yang baru atau lebih baik bagi perkembangan masyarakat.
Secara umum, pendidikan nasional sedang menghadapi dua tantangan berat, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal pendidikan nasional dapat diketahui dari data internasional antara lain data dalam hal pembangunan manusia yang indikatornya pendidikan, kependudukan, dan kesehatan, seperti laporan UNDP tahun 2004 ”menempatkan Indonesia di peringkat 111 dari 177 negara dan berada jauh di bawah Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83).
 Sedangkan tantangan ekstenal antara lain adanya pasar bebas sejak 2003 dan kerjasama APEC yang aka berlaku mulai tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di samping itu, dengan percepatan arus reformasi dalam era globalisasi  dewasa ini menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan dan strateginya agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Demikian halnya dengan sistem pendidikan, sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Di antara komponen penting dalam sistem pendidikan itu adalah kurikulum,
 yang akan menjadi acuan bagi penyelenggara maupun pengelola pendidikan di Indonesia ini. 

 Oleh karena itu pengembangan program pendidikan diorientasikan pada upaya penyiapan peserta didik yang siap pakai. Untuk siap pakai itu diperlukan special skill atau ketrampilan/keahlian khusus sesuai dengan konsentrasi studinya yang programnya dikembangkan dengan melibatkan para users, kelompok atau organisasi profesi atau stakeholders lainnya.
 Namun demikian, menurut Muhaimin tidak hanya special skill yang dibutuhkan tetapi juga life skill dan leader life skill agar mereka mampu menghadapi problema hidup dan kehidupannya secara wajar, mampu mengelola serta memimpin dirinya untuk melihat kebutuhan dan mencari peluang yang dapat mengarahkan dirinya untuk dapat menjalankan fungsinya dalam hidup di dunia ini.

Untuk kepentingan tersebut pemerintah telah memprogramkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai tindak lanjut dari pembaharuan kurikulum berbasis kompetensi.
 Mengingat dari berbagai analisis menunjukkan bahwa pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada krisis yang perlu mendapat penanganan, diantaranya berkaitan dengan relevansi, atau kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan
. Dalam kerangka inilah melalui KTSP ini jurang pemisah antara pendidikan dan pembangunan serta kebutuhan dunia kerja segera teratasi. Pembangunan dan pengembangan kurikulum di madrasah menjadi penekanan yang serius untuk dilakukan agar kurikulum dan out putnya semakin jelas relevansinya.
 Sehingga tidak terjadi missing link atau ketidaksesuaian antara persediaan sumber daya manusia yang merupakan lulusan sekolah sebagai tenaga kerja dengan jumlah lowongan kerja. 
 Atau sebaliknya ada lowongan kerja yang tidak bisa dimasuki oleh lulusan sekolah karena tidak memiliki ketrampilan dan keahlian.
Kalau dilihat dari sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, telah menerapkan enam kurikulum. Keenam kurikulum tersebut yaitu, Kurikulum 1968, Kurikulum 1875, Kurikulum 1984, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (meski belum secara formal disahkan oleh pemerintah namun sempat berlaku di beberapa sekolah sebagai pilot project), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
 Pergantian dan pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaan dalam rangka merespon perkembangan masyarakat yang cepat. Pendidikan harus menyesuikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Pengembangan kurikulum lokal dimaksudkan untuk mengimbangi kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas nasional, regional maupun lokal
 sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungan. Hal ini disesuaikan dengan UUSPN pasal 38 ayat 1 yang berbunyi:

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 15, merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
 KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Paradigma pengembangan kurikulum ini akan memberikan otonomi seluas-luasnya pada satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat. Dari pemikiran tersebut, menurut Mulyasa, KTSP mempunyai karakteristik pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demoklratis dan profesional dan team kerja yang kompak dan transparan.

Dengan konsep KTSP di atas, diharapkan kemandulan keilmuan yang dimiliki out put madrasah dapat teratasi. Hal ini karena menurut Malik Fadjar bahwa madrasah harus mampu memenuhi minimal tiga tuntutan, yaitu: bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman, bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah dan yang terakhir adalah bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi.
 Sehingga madrasah memang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
 Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan mencakup: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.
 Dengan Standar Nasional Pendidikan dan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan ruang segar bagi lembaga pendidikan untuk berkembang sesuai konsep tersebut. 
Menurut Hanafi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini memiliki beberapa kelebihan antara lain; 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. 3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. 4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Dibalik kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum ini, menurut Hanafi sebagaimana artikelnya, juga 1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru.
Dengan kelebihan dan kelemahan yang diuraikan di atas, menjadi lebih menarik untuk mengkaji pelaksanaan KTSP di madrasah. Madrasah Tsanawiyah ”Plus” Raden Paku Trenggalek merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Trenggalek. Apabila mengacu pada konsep KTSP di atas, MTs Plus Raden Paku Trenggalek merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Raden Paku Trenggalek sehingga membuka peluang dalam pengembangan kurikulum sesuai ciri khasnya. Lebih lanjut lembaga ini merupakan lembaga pendidikan salafiyah yang dikelola dengan sistem ashriyah (modern) yang ada di kabupaten Trenggalek.

Dengan label “plus” yang disandang oleh MTs ini tentunya mempunyai karakter yang berbeda dengan MTs lain sehingga konsep KTSP ini diharapkan mampu diterapkan dalam lembaga ini. Selain itu, penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan dengan alasan:

1. Aktual, karena dengan dikembangkannya otonomi pendidikan dan konsep KTSP yang memberikan peluang bagi satuan pendidikan masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya dan belum memberikan kontribusi riil di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Benni Setiawan bahwa pendidikan yang ada selama ini ternyata masih banyak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
 Artinya pendidikan Indonesia belum mampu memberikan kontribusi riil terhadap keteraturan hidup dan keadilan di tengah masyarakat.

2. Urgen, karena hasil dari penelitian ini akan memberikan masukan dalam pelaksanaan KTSP di sekolah.

3. Unik, karena sepengetuhan peneliti belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dari pemikiran di atas penulis bermaksud mengkaji dan meneliti bagaimana implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dari pemikiran di atas penulis mengambil judul ” Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di  Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku Trenggalek”.
B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di  Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku Trenggalek. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis jelaskan maksud dari penelitian tersebut. Maksud dari judul penelitian ini adalah suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke dalam pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru di MTs Plus Raden Paku Trenggalek.
C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari skripsi yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di  Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku Trenggalek, adalah:

1. Bagaimana implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MTs Plus Raden Paku Trenggalek?

2. Bagaimana pembelajaran KTSP di MTs Plus Raden Paku Trenggalek?

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran KTSP di MTs Plus Raden Paku Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MTs Plus Raden Paku Trenggalek.

2. Untuk mengetahui pembelajaran KTSP di MTs Plus Raden Paku Trenggalek.

3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran KTSP di MTs Plus Raden Paku Trenggalek.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah khususnya tentang pelaksanaan KTSP di lembaga pendidikan Islam (madrasah).
2. Secara praktis

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam menentukan kebijakan tentang pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan daerah atau masyarakat.

c. Bagi pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pendidik dalam merumuskan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di kelas.

d. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi siswa bahwa dalam proses belajar mengajar dapat dikontekskan dengan kondisi dan potensi daerahnya.

e. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini daiharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir.

Bagian pertama, bagian awal. Pada bagian ini dimuat halaman sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian kedua, bagian utama. Terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan yang terakhir adalah  sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu kajian pustaka, yang di dalamnya membahas kajian tentang kurikulum, kajian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kajian tentang pembelajaran KTSP serta kajian tentang evaluasi pembelajaran.
Bab ketiga, yaitu metode penelitian yang terdiri pola dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, instrumen penelitian, data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan (validitas) data dan tahap-tahap penelitian.
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